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SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102 /PUU-XVI/2018 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

18 Desember 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, pukul 14.52 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut UU OJK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor
102 /PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 84 /PUU-
XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian
DPR RI.

B. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU OJK dalam perkara 102/PUU-XVI/2018
diajukan oleh Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., dkk diwakili oleh kuasa
hukumnya yaitu Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Viktor Santoso Tandiasa, S.H. M.H.,
dan Tineke Indriani, S.H., advokat yang tergabung dalam Law Office Dr. Husdi
Herman, S.H., M. M., Advocate & Legal Consultants (selanjutnya disebut Para
Pemohon).

C. PASAL/AYAT UU OJK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1
dan Pasal 9 huruf ¢ UU OJK. Bahwa pasal a quo selengkapnya berketentuan
sebagai berikut:

% Pasal 1angka 1 UU OJK: /4




Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU OJK
berubah menjadi:
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang
independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 9 huruf c UU OJK:
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
OJK mempunyai wewenang:
c.melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,
dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf ¢ UU OJK dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf ¢ UU OJK dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan menyatakan
OJK adalah lembaga penegak hukum dalam konteks hukum administratif
negara bukan lembaga penegak hukum dalam konteks pro Justitia
sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti halnya kewenangan penyelidikan
yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terhadap
dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk
mengaitkan permohonan para Pemohon a quo dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa OJK adalah
lembaga negara independen. Namun demikian, sebelum lebih jauh
membahas kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK, Mahkamah terlebih
dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar
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perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Konsiderans “Menimbang” huruf a UU
21/2011 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional
yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di
dalam sektor jasa Kkeuangan yang terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran
tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh
OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan perekonomian
nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan penegakan
hukum, baik berupa hukum administrasi maupun penegakan hukum lainnya
termasuk hukum pidana. Oleh karena itu sebelum sampai pada kesimpulan
apakah OJK merupakan lembaga penegak hukum dalam konteks pro justitia
ataukah penegakan hukum dalam konteks administratif semata maka
Mahkamah perlu mempertimbangkan hal berikut:

[3.13.1] Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan
untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak
hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-
lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana
didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan
bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada
lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan
dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, apabila diletakkan
dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan
penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian.
Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih
dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam
konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang
mempunyai kewenangan penyidikan masing- masing memiliki tugas dan
wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan
oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang- undang dapat memberikan
kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud
tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system. Prinsip
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demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara
penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan
penyidik Kepolisian.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana
dikemukakan dalam Paragraf [3.13] di atas, sebelum lebih jauh menilai
konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK penting
bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang
dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya.

Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat
dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional
yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya
diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga
kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran
tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK
adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian
nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat
dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud.

Bahwa namun demikian apabila kewenangan penyidikan yang diberikan
kepada OJK dilaksanakan tanpa mempersyaratkan koordinasi dengan
penyidik Kepolisian, apakah berpotensi menimbulkan kesewenang-
wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip integrated criminal justice
system, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan
penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang
memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh
lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun,
jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa
koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan
terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya
kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana
yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut,
kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga
merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan
demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan
hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat
berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak




hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses
penegakan hukum dapat dihindari.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa
kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated
Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak
Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan
yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat,
tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK
dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari
jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam,
dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang
kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata
bahwa kewenangan OJK bukanlah semata- mata dalam konteks penegakan
hukum administratif semata tetapi dalam batas- batas dan syarat-syarat
tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro
justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi
kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik Kkepolisian sebagaimana
dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya
pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut
umum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan
penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah
konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, maka
dalil para Pemohon selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan,
sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan
Pemohon IV tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
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/G. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menyatakan permohonan
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat diterima serta
menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya mengandung
arti bahwa ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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